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P U T U S A N 
Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Pspk 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan  Agama  Kota  Padang  Sidempuan  yang  memeriksa  dan 

mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah 

menjatuhkan  putusan  sebagai  berikut  dalam  perkara Cerai  Gugat yang 

diajukan oleh: 

NAMA  PENGGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  Kayulaut  09  Maret  1992, 

umur  29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan 

Karyawan  Swasta,  tempat  tinggal  di  Jalan  Sutan  Soripada 

Mulia, Gang Cempaka, Lingkungan 1, Kelurahan Sadabuan, 

Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota 

Padangsidimpuan, sebagai Penggugat; 

melawan 

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bonca Bayuon 18 April 1992, 

umur  29  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan 

Tukang Gorden, tempat tinggal di Jalan dr. Payungan 

Dalimunthe, Nomor 143C, Kelurahan Tanobato, Kecamatan 

Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa bukti surat dan saksi di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada 

tanggal  04  Januari  2022  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan 

Agama  Kota  Padang  Sidempuan  pada  tanggal  yang  sama  tercatat  dalam 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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register perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Pspk telah mengemukakan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah 

secara Islam pada tanggal 06 Agustus 2021, sesuai dengan Kutipan 

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Nomor : 

078/08/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021;     

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat   berstatus Perawan 

(belum  pernah menikah  sebelumnya) dan Tergugat  berstatus  Jejaka 

(belum pernah menikah sebelumnya); 

3. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat 

belum bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Qoblad dukhul); 

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal 

bersama  di rumah orang tua Tergugat di Jalan dr. Payungan 

Dalimunthe, Kelurahan Tano bato, Kecamatan Padangsidimpuan 

Utara, Kota Padangsidimpuan dan kemudian pindah rumah dan 

terakhir tinggal bersama di Jalan M. Nawawi, Kelurahan Pakkal Dolok, 

Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;     

5. Bahwa  dalil  Penggugat  sebagai  alasan  utama  gugatan  cerai  dari 

Tergugat  adalah  mengenai  hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat 

sebagai suami isteri sejak 1 (satu) minggu setelah pernikahan antara 

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  terjadi  ketidak  rukunan  dalam 

rumah  tangga  dan  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus 

menerus.   

6. Bahwa  penyebab  ketidakrukunan  Penggugat  dan  Tergugat  adalah 

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :   

- Tergugat  kurang  memperdulikan  dan  kurang  kasih  sayang  kepada 

Penggugat, dan lebih mementikan diri Tergugat dari pada Penggugat, 

bahkan  Tergugat  sejak  awal  pernikahan  tidak  pernah  berhubungan 

badan  dengan  Penggugat  sehingga  atas  kejadian  tersebut  antara 

Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;     

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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- Tergugat selalu egois dan sering berbeda pendapat dengan 

Penggugat, dan hal ini menyebabkan kesalahpahaman antara 

Penggugat  dan  Tergugat  dalam  rumah  tangga,  seperti  Penggugat 

menyuruh Tergugat untuk merobah sikap dan perilaku Tergugat yang 

kurang peduli terhadap   kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat, bahkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat  selalu  dibebankan  kepada  Penggugat  untuk  menutupinya, 

sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara 

Penggugat dan Tergugat;     

7. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  Pengugat  dengan  Tergugat 

yang  sudah  sampai  demikian,  Penggugat  masih  berusaha  bersabar 

dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan 

sikap-sikap  buruk  tersebut  tetap  saja  dilakukan  Tergugat  sehingga 

Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam 

menjalani rumah tangga dengan Tergugat.   

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat 

terjadi  pada tanggal 15  September 2021 dimana  Penggugat  dengan 

Tergugat   bertengkar  disebabkan  hal  tersebut  diatas  lalu  kemudian 

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama, 

sejak itu   Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta 

putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan 

lamanya;       

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat namun tidak berhasil;     

10. Bahwa  dari  rangkaian  permasalahan  rumah  tangga  Penggugat  dan 

Tergugat  yang  diuraikan  di  atas,  Penggugat  berkesimpulan  rumah 

tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi 

dipertahankan  dan  sudah  cukup  alasan  hukum  untuk  bercerai  dan 

lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan 

lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih 

baik bagi Penggugat dan Tergugat.   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. 

Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  kiranya 

dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan 

Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini 

dan  selanjutnya  Penggugat  mohon  putusan  yang  amarnya  berbunyi 

sebagai berikut:   

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.   

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (NAMA  TERGUGAT) 

atas diri Penggugat (NAMA PENGGUGAT);     

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.   

  Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang 

seadil-adilnya. 

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa 

perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan 

Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai 

kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah 

sebagaimana relaas Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Pspk tertanggal 6 Januari 2022 

dan  tanggal  13  Januari  2022.  Ketidakhadiran  Tergugat  tanpa  berita  dan 

alasan  yang  sah  menurut  hukum,  dan  pemeriksaan  terhadap  perkara  ini 

dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat; 

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan  perkara  dinyatakan  tertutup  untuk 

umum dan dimulai dengan dibacakan gugatan Cerai Gugat Penggugat yang 

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan 

oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat 

didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini; 

Surat Bukti : 

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti 

berupa : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 078/08/VIII/2021, atas nama: 

Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten 

Mandailing Natal pada tanggal 06 Agustus 2021, telah bermeterai cukup 

dan  di-nazegeling,  yang  oleh  Ketua  Majelis  telah  dicocokkan  dengan 

aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf; 

Saksi-Saksi : 

Bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan 

masing-masing bernama: 

1. Ali hamzah bin Ombak Soritua, umur 36 tahun, agama Islam, 

pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kayu Laut, Kecamatan 

Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, setelah bersumpah 

menerangkan: 

  Bahwa, saksi sebagai abang kandung Penggugat Penggugat; 

  Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat; 

  Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal 

di Jalan M. Nawawi, Kelurahan Pakkal Dolok,Kecamatan 

Padangsidimpuan Utara, KotaPadangsidimpuan; 

  Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

  Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu minggu setelah menikah, 

mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;   

  Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena bahwa sejak awal 

rumahtangga  Penggugat  dengan  tergugat  sudah  terjadi perselisihan 

dan pertengkaran, disebabkan Terggugat tidak memperdulikan 

kebutuhan rumahtangga, tergugat malas bekerja; 

  Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak 

september 2021, hingga sekarang ini karena Penggugat pergi 

meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak lagi kembali; 

  Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, 

namun tidak berhasil; 

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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2. Nurita  Wahyuni  binti  Ombak  Soritua,  umur  25  tahun,  agama  Islam, 

pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kayu Laut, Kecamatan 

Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, setelah bersumpah 

menerangkan: 

  Bahwa, saksi sebagai abang kandung Penggugat Penggugat; 

  Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat; 

  Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal 

di Jalan M. Nawawi, Kelurahan Pakkal Dolok,Kecamatan 

Padangsidimpuan Utara, KotaPadangsidimpuan; 

  Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; 

  Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu minggu setelah menikah, 

mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;   

  Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena bahwa sejak awal 

rumahtangga  Penggugat  dengan  tergugat  sudah  terjadi perselisihan 

dan pertengkaran, disebabkan Terggugat tidak memperdulikan 

kebutuhan rumahtangga, tergugat malas bekerja; 

  Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal  sejak 

september 2021, hingga sekarang ini karena Penggugat pergi 

meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak lagi kembali; 

  Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, 

namun tidak berhasil; 

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya; 

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya 

telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon 

putusan; 

Bahwa,  segala  sesuatu  yang  terjadi  dipersidangan  telah  tercatat  di 

dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini 

Majelis  memandang  cukup  dengan  menunjuk  berita  acara  persidangan 

tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah 

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  untuk 

memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan 

Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap 

di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Pspk 

tanggal 6 Januari 2022, dan tanggal 13 Januari 2022, tidak hadir dan tidak 

pula  mengirimkan  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya.  Ketidakhadiran 

Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. 

Oleh  karena  itu,  Tergugat  harus  dinyatakan  telah  terbukti  tidak  hadir  dan 

pemeriksaan  perkara  ini dilanjutkan  tanpa  kehadiran Tergugat  berdasarkan 

ketentuan  Pasal  149  RBg.  Hal  ini  sejalan  pula  dengan  pendapat  Ulama 

dalam  kitab  “al-Anwar”,  juz  II,  halaman  149,  yang  artinya  berbunyi  sebagai 

berikut: 

 

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau 
enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang 
diajukan dan memberikan keputusannya”; 

Menimbang,  bahwa  norma  hukum  yang  terkandung  dalam  dalil  syar’i 

tersebut harus dinyatakan Tergugat tidak hadir, maka dapat diperiksa tanpa 

hadirnya  Tergugat,  selanjutnya  dalil  syar’i  di  atas  diambil  alih  oleh  Majelis 

sebagai pendapatnya sendiri; 

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  (P.1)  tersebut merupakan fotokopi  sah 

Kutipan Akta Nikah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai 

alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka 

berdasarkan  ketentuan  Pasal  1888  KUH  Perdata  dan  Pasal  3  ayat  (1) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus 

dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat 

diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) Majelis menilai dapat 

menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 
 

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Pspk 

oleh karenanya harus dinyatakan bahwa telah terbukti menurut hukum 

antara Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan Tergugat (NAMA 

TERGUGAT) sejak tanggal 06 Agustus 2021, telah terikat perkawinan yang 

sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan selama 

pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun 

sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  sampai  sekarang  belum  dikaruniai 

anak;; 

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat 

adalah  sejak  satu  minggu  setelah  pernikahan,  rumah  tangganya  dengan 

Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat  tidak memperdulikan 

kebutuhan rumahtangga Penggugat dengan tergugat, akibatnya antara 

Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 4 bulan hingga sekarang ini. 

Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan 

Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu:  “Antara  suami 

isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  petengkaran  dan  tidak  ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis 

menerapkan  ketentuan  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang 

berbunyi:  “Gugatan  tersebut  dalam  ayat  (1)  dapat  diterima  apabila  telah 

cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan 

pertengkaran  itu  dan  setelah  mendengar  pihak  keluarga  serta  orang-orang 

yang dekat dengan suami isteri itu”; 

Menimbang,  bahwa  mempedomani  ketentuan  pasal  tersebut,  majelis 

telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik 

saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan 

Penggugat dan Tergugat sebagaimana keterangannya telah diuraikan dalam 

pokok perkara; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ternyata  Penggugat  membenarkan 
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atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang 

saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan 

antara  satu  dengan  lainnya,  maka  keterangan  kedua  orang  saksi  tersebut 

dapat  dipercaya  kebenarannya  dan  dapat  dipertimbangkan,  hal  itu  telah 

sesuai dengan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg, dan 308 (1) RBg; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan 

keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut: 

   Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Agustus 2021; 

   Perkawinan tersebut belum dikaruniai anak; 

   Sejak  awal  pernikahan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah 

terjadi peselisihan dan pertengkaran; 

   Penyebabnya  adalah  karena  Tergugat  tidak  memperdulikan  kebutuhan 

rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat malas 

bekerja; 

   Sejak 4 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang 

ini; 

   Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;   

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan 

Penggugat  yang  menyebabkan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat  telah 

pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan 

bahwa  sejak  awal  rumahtangga  Penggugat  dengan  tergugat  sudah  terjadi 

perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Terggugat tidak memperdulikan 

kebutuhan rumahtangga, tergugat malas bekerja;, maka secara materiil 

gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang 

Nomor 1  Tahun  1974  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  yang 

berbunyi:“Perceraian  dapat  terjadi  dengan  alasan  antara  suami  isteri  terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;                   

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, 

secara faktual dalam rumah  tangga  Penggugat  dan Tergugat  sudah  terjadi 
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konflik  dan  tidak  harmonis  lagi  serta  pecah  sebagai  suatu  indikasi  adanya 

perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  di  antara  keduanya, 

sehingga  dengan  kondisi  tersebut  sudah  tidak  ada  saling  mengasihi  dan 

menyayangi  dan  saling  membutuhkan  terutama  saling  memenuhi  hak  dan 

kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan 

perkawinan  untuk  membina  rumah  tangga  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah 

sesuai  dengan  norma  hukum  dalam  Al-Qur’an  surat  ar-Rum  ayat  21  sulit 

untuk  diwujudkan  lagi,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa 

yang terbaik adalah untuk diceraikan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

sebagaimana  di  atas,  maka  majelis  berkesimpulan  bahwa,  sudah  cukup 

alasan  untuk  menceraikan  Penggugat  dengan  Tergugat.  Oleh  karena  itu, 

gugatan  Penggugat  sebagaimana  pada  petitum  angka  (2)  primer dapat 

dikabulkan dengan talak satu ba’in shugra Tergugat (NAMA PENGGUGAT) 

terhadap  Penggugat (NAMA TERGUGAT). Hal ini telah sesuai dengan 

ketentuan  pada  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 

tentang Perkawinan jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan fakta  kejadian  (feitlijke gronden)  dan 

fakta  hukum  (rechtlijke  gronden)  dan  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah 

hadir  di  persidangan  meskipun,  ia  telah  dipanggil  dengan  patut  dan  resmi 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan 

ketidakhadirannya  itu  tidak  ternyata  disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang 

dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan 

hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, gugatan 

Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang 
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Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat,  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan 

hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 
 

1.   Menyatakan  bahwa  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut 

untuk menghadap sidang tidak hadir;   

2.   Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;   

3.  Menjatuhkan talak satu ba'in sughro  Tergugat (NAMA TERGUGAT) 

terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);   

4.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 400.000 ( empat ratus ribu rupiah);   

 

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama  Kota  Padang  Sidempuan  pada  hari  Rabu  tanggal  19  Januari  2022 

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  15  Jumadil  Akhir  1443  Hijriah  oleh  Arif 

Hidayat, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rujaini Tanjung, S.H, dan 

Hasybi  Hassadiqi,  S.H.I,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan 

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh 

Nelson  Dongoran,  S.Ag.,  S.H.,  M.M.,  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan 

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

 

 
 Ketua Majelis, 
  
  
    
  
  
 Arif Hidayat, S.Ag 
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Hakim Anggota, Hakim Anggota, 
  
  
      
  
  

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H Hasybi Hassadiqi, S.H.I 
 

Panitera Pengganti, 
 

 

   

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M. 
 
 
 
    Rincian biaya: 

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00 

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00 

2. Biaya Panggilan   : Rp. 300.000,00 

3. PNBP Panggilan   : Rp. 20.000,00 

4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00 

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00 

JUMLAH : Rp. 400.000,00 
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